BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

a. bahwa sehubungan dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak

berlaku Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
serta dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional,
maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun
2025, perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);










Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal, 29 Agustus 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal, 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 44



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 44 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dalam
segala aspek kehidupan.
Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ingin diwujudkan
pada periode Tahun 2025 - 2029 adalah :

VISI : "Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera, dan

Berkeadilan"

MISI :

1. Mendukung dan mendorong kualitas keimanan dan kesalehan
masyarakat;

2. Memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui tepat
guna dan tepat sasaran;

3. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan produk asli pasuruan
yang kompetitif;

4. Memperkuat sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, Dunia Usaha, dan Masyarakat sebagai pilar membangun
daerah;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasisi teknologi informasi

serta aparatur pemerintah yang lebih profesional dan humanis.

Pengelolaan keuangan negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disertai dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara,
mengisyaratkan terjadinya perubahan yang mendasar, terhadap perencanaan
dan penganggaran di daerah :
Pertama: bahwa perencanaan program/kegiatan menjadi satu kesatuan
dengan perencanaan anggaran, sehingga program/kegiatan

yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tafun Anggaran 2025 -























































7. Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan Hasil yang
diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari
suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

8. Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud merupakan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu Kegiatan.

9. Standar harga satuan sebagaimana dimaksud merupakan harga satuan
barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana
dimaksud.

10. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud merupakan tolok
ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

a. RKA SKPD sebagaimana dimaksud memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

b. Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud, dirinci sampai dengan rincian obyek.

c. RKA SKPD sebagaimana dimaksud juga memuat informasi mengenai
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan
Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan
1. Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud memuat Urusan

Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan
rincian obyek Pendapatan Daerah.
2. Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud diterima oleh SKPD
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana belanja sebagaimana dimaksud dirinci atas Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok
belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan
rincian obyek belanja.
4. Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud memuat kelompok:
a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan wuntuk
menutup defisit APBD; dan

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan.

5. Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud memuat
Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur

dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

®edoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun aran 2025 .




5. PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Keseluruhan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam satu tahun

anggaran dari setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh masing-

masing SKPD. Pada dasamya merupakan tolak ukur kinerja yang diharapkan

dapat dicapai oleh suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan
kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian kinerja suatu
program/kegiatan, dan SKPD dapat digunakan ukuran Penilaian Kinerja

Pemerintah Daerah yangdidasarkan pada 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

1. Masukan (input), yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau
berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya
manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan
untuk melakukan program dan atau kegiatan.

2. Keluaran (output) adalah totak ukur kinerja berdasarkan produk (barang
atau jasa) yang dihasilkan dari kegiatan sesuai dengan masukan
yang digunakan.

3.Hasil (outcome) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat,
keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program/ kegiatan

yang sudah dilaksanakan.

6. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD
a) Ketentuan Umum RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12
tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKASKPD
sebagai berikut:

1. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKASKPD
diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan
rancangan PPAS disepakati.

ii. Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan
yang terkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan
sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan,;

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening
APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan
harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

Pedoman Pelak sanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 .



iii.

iv.

vii.

viii.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan
anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal
dari pendapatan retribusi;

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya
berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya
berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi
hasil berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta

mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD.

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2

(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama

tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan

tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:

1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan
menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan
kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran
untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 .































































































































































































































































































































BAB VIII
PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan ini dibuat untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan APBD ini, sepanjang
menyangkut pengaturan pengelolaan kegiatan yang menjadi kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Pasuruan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan

Bupati Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 .



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 44 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 - 8 - 2025

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KETENTUAN UMUM

1. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

2. Ruang lingkup Pengadaan Barang / Jasa meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari
APBN/APBD;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari
APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari
APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar
negeri atau hibah luar negeri.

3.Jenis Pengadaan :

(1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. Barang;
b. Pekerja Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada nomor satu (1)
dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada nomor satu (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

A. TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

1. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,
diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tafun Anggaran 2025 .










































































































2.Dokumen untuk pembayaran
a. Kelengkapan dokumen untuk pembayaran disesuaikan dengan ketentuan
Permendagri No. 13 Tahun 2006
b. Ketentuan Kuitansi dalam Pembayaran pengadaan barang/jasa adalah
kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh penyedia
(penerima), PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK)
sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 .





